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KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata’ala, bahwa penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan
sebagaimana mestinya Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 yang penyusunannya
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD) dan disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran lasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Dinas Satuan
Polisi Pamong Praja harus dilakukan penyesuaian. Selanjutnya dengan adanya Penyesuaian Renstra Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021- 2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub
kegiatan selama tahun 2021-2026, meskipun dalam prosesnya masih memerlukan perbaikan dan
penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama. Demikian Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun. Tentunya terdapat
kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak
untuk perbaikannya.Puji syukur kehadirat Allan SWT atas petunjuk dan Rahmat-Nya sehingga dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 -
2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh
karenanya kami berharap saran serta masukan dari semua pihak sehingga dokumen Rencana Strategis ini

akan lebih baik dan terarah.
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Demikian dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk menjadi bahan serta bermanfaat

bagi kita semua.

Panngin, 25 September 2023

fAH, SP.MP
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kesempatan dan
kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan. Untuk mewujudkan hal-
hal tersebut, maka diperlukan rencana strategis (Renstra) pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan
terpadu serta tanggap terhadap perubahan yang terjadi, dimana didalam Renstra tersebut memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengandisertai sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun

kedepan.

Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja , Kabupaten Balangan adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program
dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur

dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menterjemahkan dan
mengimplementasikan Visi dan Misi dari kepala daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Kebijakan, sesuai

tugas pokok dan fungsi SKPD, yang mana visi,
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misi, tujuan dan sasaran dari kepala daerah tersebut akan dijabarkan dalam visi dan misi dari SKPD, tujuan, sasaran

serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam lima tahun kedepan.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, Pertama, Arah pelayanan
yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; Kedua, Langkah-langkah
strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Balangan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Balangan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan
cascading Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini berkaitan dengan
Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Program, Kegiatan sesuai pohon
kinerja dan cascading yang telah disusun berdasarkan logical frame work dan Sub kegiatan sesuai

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.
17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan akan
menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten
Balangan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026,

peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :
1.2.1  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu

dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara ReEuink Indonesia Nomor 42652;

Penyesuaian Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Page | 2
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026



1.2.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.3  Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;

1.2.4  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.5  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

1.2.6  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

1.2.7  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

1.2.8  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

1.2.9  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi
Pamong Praja;

1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

1.2.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal

1.2.12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

1.2.13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
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1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No0.03
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Balangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJIMD) Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 — 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022-2026, adalah :

1. Sebagai upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

2. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas

pembangunan daerah berdasarkan pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan periode lima

tahun ke depan.

3. Penjabaran program prioritas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam penyusunannya mengacu dan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

4. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan
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dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional, menjabarkan rencana
program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen
organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :
a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran
(RKA);
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
¢) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran,  pelaksanaan dan
pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya ecara efektifdan efesien, berkeadilan dan
berkelanjutan;
e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang
pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
merumuskan kebijakan dan program strategis selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai arah dan pedoman
dalam mengukur pencapaian keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Penyusunan Rentra SKPD ini bertujuan sebagai
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan untuk

lebih mudah dalam pelaksanaannya, yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari :
Babl. PENDAHULUAN

Latar Belakang (Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses
penyusunan Renstra SKPD) Landasan Hukum (Undang-umdang, peraturan pemerintah dan peraturan
perundang-undangan lainnya) Maksud dan Tujuan (Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra
SKPD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD) Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD ini)

Bab Il. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
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daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas SKPD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.
Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Memuat tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur organisasi
serta uraian tugas pokok dan fungsi Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan tentang sumber daya yang
dimiliki SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
target Renstra SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Mengemukakan hasil analisis

terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan SKPD.

Bab I11. ISU-ISU STRATEGIS
Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam periode 5 tahun.

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi dan Misi disesuikan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD; tujuan dan sasaran serta

strategi dan kebijakan disesuiakan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada tujuan,

sasaran strategi dan kebijakan RPJMD).

Bab V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF.
Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran

terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.

b.  Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD serta disesuikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan

maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan

e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan sumber lain yang sah.

Bab VI. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
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Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan
Renstra.
Bab VII. Penutup

» Lampiran
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BAB. Il
GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pengaturan Tugas Pokok dan Fungsinya
didasari atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

2.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mempunyai tugas menegakkan Peraturan
Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
2.2 Uraian tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mempunyai menegakkan Peraturan Daerah
dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menyusun program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan Kketertiban umum dan
ketentraman serta perlindungan masyarakat;
b. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan Perkada;
d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum atas pelaksanaan
perda dan Perkada;
e. Melaksanakan fungsi lain berdasarkan tugas oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan
perundang undangan, meliputi :
1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan
penyebarluasan produk hukum daerah;

2) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dantamu negara;
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3) melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum danpemilihan umum
kepala daerah;

5) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang
berskala massal; dan

6) melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Polisi Pamong Praja

Unsur-unsur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
A. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama.
d. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Pelatihan Teknis Fungsional.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
f.~ Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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B. Uraian Tugas.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Menetapkan rencana kerja perangkat daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku dan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman dan acuan

dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja sesuai Rencana Strategis Daerah guna sinkronisasi dan

menunjang kelancaran tugas;

c. Membina serta memotivasi dengan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan

fungsi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

Merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar.

Menetapkan kebijakan operasional bidang Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan
optimal;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan hasil kerja dengan rencana kegiatan yang
sudah ditetapkan, untuk mengetahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan perbaikan kinerja;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku kepada
atasan sebagai pertanggungjawaban dan bahan masukan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan program,

pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, adapun
uraian tugas sebagai berikut :

a.

Merencanakan operasional program kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup sekretariat berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar

pekerjaan terbagi habis;
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c.  Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Menyelia bawahan berdasarkan wewenang yang dimiliki agar pelaksanaan tugas bawahan dapat
berjalan dengan lancar;

e. Mengkoordinasikan perencanaan sesuai prosedur yang berlaku agar tercapainya sinkronisasi

perencanaan kerja;

f.  Menyelengarakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

g. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan agar
pelaksaaan tugas berjalan dengan lancar;

h. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan program kegiatan agar

kebutuhan unit kerja dapat terpenuhi;

I.  Menyelenggarakan urusan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk

akuntabilitas pelaksanaan tugas;

j. - Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar tertib administrasi;

k. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

penilaian lebih lanjut;
I Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.
Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaantugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar
pekerjaan terbagi habis;
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J.

Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lebih baik;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan
rencana kerja agar tercapai target;

Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pelaporan sesuai kebutuhan
untuk kelancaran kegiatan;

Melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pelaporan sesuai rencana kerja agar target
tercapai;

Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

B. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan keuangan sesuai

dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dan uraian tugas dari yang
dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

a.
b.

g.

Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaantugas;
Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar
pekerjaan terbagi habis;

Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yangberlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lebih baik;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan keuangan sesuai dengan rencana kerja agar tercapai
target;

Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Keuangan sesuai kebutuhan untukkelancaran
kegiatan;

Melaksanakan kegiatan keuangan sesuai rencana kerja agar target tercapai;
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Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukanatasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

C. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Melaksanakan kegiatan Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah :

a.

Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaantugas;
Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar
pekerjaan terbagi habis;

Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yangberlaku
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lebih baik;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Umum dan kepegawaian sesuai denganrencana
kerja agar tercapai target;

Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Umum dan Kepegawaian sesuai kebutuhan untuk
kelancaran kegiatan;

Melaksanakan kegiatan Umum dan Kepegawaian sesuai rencana kerja agar targettercapai;
Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukanatasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
Memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugas yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
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a. Merencanakan operasional program Kkerja sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketersediaan
anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar pekerjaan
terbagi habis;

c. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Menyelia bawahan berdasarkan wewenang yang dimiliki agar pelaksanaan tugas bawahan dapat
berjalan dengan lancar;

e. Menyelenggarakan program Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan dokumen
perencanaan agar tercapai hasil yang telah ditetapkan;

f. Mengkoordinasikan program Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan instansi terkait
sesuai kebutuhan untuk tercapainya sinkronisasi;

g. Merumuskan prosedur kerja Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

h.  Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penilaian lebih lanjut;

I.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai

berikut :

a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaantugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar
pekerjaan terbagi habis;

c. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas

berjalan lebih baik;
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e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai
dengan rencana kerja agar tercapai target;

f. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan danPenyuluhan sesuai
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan;

g. Melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai rencanakerja
agar target tercapai;

h. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukanatasan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisanmaupun

tertulis.

B. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar
pekerjaan terbagi habis;

c. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yangberlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lebih baik;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan rencana
kerja agar tercapai target;

f. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai kebutuhan
untuk kelancaran kegiatan;

g. Melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai rencana kerja agar target tercapai;
Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

I.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;
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. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugas
yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional program kerja sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketersediaan
anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar pekerjaan
terbagi habis;

c. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Menyelia bawahan berdasarkan wewenang yang dimiliki agar pelaksanaan tugas bawahan dapat
berjalan dengan lancar;

e. Menyelenggarakan program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuaidengan dokumen
perencanaan agar tercapai hasil yang telah ditetapkan;

f.  Mengkoordinasikan program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan instansi terkait
sesuai kebutuhan untuk tercapainya sinkronisasi;

g. Merumuskan prosedur kerja Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai denganketentuan
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

h. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penilaian lebih lanjut;

i.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;
J. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Melaksanakan kegiatan Operasi dan Pengendalian sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut

a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Penyesuaian Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Page | 16
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026



b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar pekerjaan
terbagi habis;

C. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan
lebih baik;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pengendalian sesuai dengan rencana kerja

agar tercapai target;

f. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pengendalian sesuai kebutuhan untuk
kelancaran kegiatan;

g. Melaksanakan kegiatan Operasi dan Pengendalian sesuai rencana kerja agar target tercapai;

h. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan penilaian lebih lanjut;
. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Kepala Seksi Kerjasama
Melaksanakan kegiatan Kerjasama sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaranpelaksanaan
tugas.

Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar
pekerjaan terbagi habis;

c. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yangberlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lebih baik;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Kerjasama sesuai dengan rencana kerja agar tercapai
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target;

f. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Kerjasama sesuai kebutuhan untuk kelancaran
kegiatan;
Melaksanakan kegiatan Kerjasama sesuai rencana kerja agar target tercapai;
Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar tercapainya tujuan pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

a.  Merencanakan operasional program Kkerja sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketersediaan

anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar pekerjaan
terbagi habis;

¢.  Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Menyelia bawahan berdasarkan wewenang yang dimiliki agar pelaksanaan tugas bawahan dapat

berjalan dengan lancar;

e. Menyelenggarakan program Sumber Daya Aparatur sesuai sesuai dengan dokumen perencanaan agar

tercapai hasil yang telah ditetapkan;

f. Mengkoordinasikan program Sumber Daya Aparatur sesuai dengan instansi terkait sesuai kebutuhan

untuk tercapainya sinkronisasi;

0. Merumuskan prosedur kerja Sumber Daya Aparatur sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

pelaksanaan tugas berjalan lancar;
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h.  Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penilaian
lebih lanjut;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
A. Kepala Seksi Pelatihan Dasar
Melaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut ;
a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar

pekerjaan terbagi habis;

C. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yangberlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lebih baik;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar sesuai dengan rencana kerja agar
tercapai target;

f. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Pelatinan Dasar sesuai kebutuhan untuk kelancaran
kegiatan;

g. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar sesuai rencana kerja agar target tercapai;

h. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

B. Kepala Seksi Pelatihan Teknis Fungsional
Melaksanakan kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut ;
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a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar
pekerjaan terbagi habis;

c.  Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yangberlaku agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lebih baik;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional sesuai dengan rencana
kerja agar tercapai target;

f. . Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional sesuai kebutuhan untuk
kelancaran kegiatan;
Melaksanakan kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional sesuai rencana kerja agar target tercapai;
Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

I.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar tercapainya tujuan pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut ;
a. Merencanakan operasional program kerja sesuai dengan rencana kebutuhan danketersediaan anggaran

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar pekerjaan terbagi
habis;

. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Menyelia bawahan berdasarkan wewenang yang dimiliki agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan
dengan lancar;

e. Menyelenggarakan program Perlindungan Masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan agar
tercapai hasil yang telah ditetapkan;

f. Mengkoordinasikan program Perlindungan Masyarakat Daerah dengan instansi terkait sesuai kebutuhan
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untuk tercapainya sinkronisasi;

g. Merumuskan prosedur kerja Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

h. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penilaian
lebih lanjut;

I. - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A.Kepala Seksi Satuan Linmas

Melaksanakan kegiatan Satuan Linmas sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan program Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar pekerjaan
terbagi habis;

c. Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan
lebih baik;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Satuan Linmas sesuai dengan rencana kerja agar tercapai
target;

f.  Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Satuan Linmas sesuai kebutuhan untuk kelancaran

kegiatan;
g. Melaksanakan kegiatan Satuan Linmas sesuai rencana kerja agar target tercapai;

h. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penilaian lebih lanjut;
. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
B. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Melaksanakan kegiatan Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.
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Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

a.
b.

Merencanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Membagi tugas lingkup bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki agar pekerjaan
terbagi habis;

Memberi arahan kepada bawahan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan
lebih baik;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja
agar tercapai target;

Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Bina Potensi Masyarakat sesuai kebutuhan untuk
kelancaran kegiatan;

Melaksanakan kegiatan Bina Potensi Masyarakat sesuai rencana kerja agar target tercapai;

. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan penilaian lebih lanjut;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan evaluasi sebagai bahan masukan atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

dilengkapi dengan unsur — unsur organisasi, yang terdiri dari dengan struktur organisasi sebagaimana

dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah
sebanyak .... orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai

berikut :
Jumlah Dalam Satuan Orang
Tingkat Golongan
Pendidikan | Tl I v Jumiah

1 SD
2 SMP 1 1
3 SMA 13 1 14
4 D-1
5 D-2
6 D-3 1 1
7 D-4/S-1
8 S-1 15 1 16
9 S-2 1 5 6
10 S-3

Jumlah 1 13 18 6 38

Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBalangan
dimasa lalu (2016 - 2021) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Balangan seperti yang terdapat pada tabel berikut : Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan SKPD

A.  Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal di dalam analisis ini ada 2 (dua) faktor yaitu faktor kekuatan

(Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Hasil pengamatan terhadap faktor internal adalah
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sebagai berikut :
» Kekuatan (Strengths)
a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dibentuk dibentuk melalui
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Balangan

b. Jumlah Sumber Daya Manusia
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun

2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 38 orang yang dilatar belakangi

berbagai latar belakang pendidikan.

c.  Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Balangan merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dalam reangka memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d.  Terisinya seluruh jabatan Eselon 111 Dan Eselon IV serta adanya TUPOKSI seksi

sebagai acuan pelaksanaan tugas.

e. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

» Kelemahan
a.  Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai)
Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Balangan dimasing-masing seksi masih belum merata sebagaimana
yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih minimnya disiplin ilmuyang dimiliki

sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis.
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b.  Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik.
Koordinasi dan Sinkronisasi pada masing-masing seksi belum berjalan dengan

baik, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

C.  Belum Tertatanya Sistem Informasi yang baik.
Informasi pengolahan data pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Balangan belum tertata melalui sistem informasi yang baik.
B.  Lingkungan Eksternal
> Peluang (Opportunities)

a. Adanya Dukungan masyarakat
Dengan adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah maka dapat
dilaksanakan dengan baik

b. Adanya Kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum lain
Pola Kerjasama adalah salah satu usaha untuk bisa menegakan Peraturan Daerah, kerjasama
dengan Polri, dan kerjasama dalam penegakan perda sudah terpola dengan baik.

c. Adanya Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat

d. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya mendapat dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Daerah baik dari administrasi
maupun teknis.

e. Kurangnya penghargaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Satpol PP

f. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam melakukan rangkaian program dan
kegiatan yang seringkali masyarakat kurang merespon dengan baik sehingga kegiatan — kegiatan yang
dilaksanakan belum mencapai hasil yang maksimal.

g. Stigma Negatif Masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP

h. Masih banyaknya stigma dari masyarakat yang memandang negatif dengan keberadaan Satpol PP, di
mana dampaknya cukup berpengaruh dalam upaya penegakan ketentraman, ketertiban umum.
Menghadapi tantangan tersebut perlu sosialisasi lebih lanjut dan pelatinan bagi anggota Satpol PP
agar keberadaan Satpol PP memberikan pandangangan positif dimata masyarakat.

. Kurangnya Sarana Penunjang

j.  Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
kurang didukung oleh peran sarana penunjang, sehingga kegiatan dirasakan meski belum optimal
sebagaimana yang diharapkan.

k. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga belum menunjang program Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja. Dalam penegakan perda, instansi terkait masih kurang memahami tahapan-tahapan
penegakan perda sehingga Satpol PP sering berjalan sendiri baik dalam melaksanakan sosialisasi
maupun penegakan perda itu sendiri.
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BAB Il
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Satpol PP

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang telah dikemukakan
pada Bab Il, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, yaitu:

1. Masih tingginya jumlah pelanggaran perda
2. Tingginya jumlah Gangguan Trantibum
3. Satlinmas belum sepenuhnya berperan aktif dalam dalam upaya membantu

keamanan, ktentraman dan ketertiban umum

4. Masih Rendahnya SDM Anggota Satpol PP
5. Minimnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan SasaranSatuan
Polisi Pamong Praja 2021 - 2026

NO MASALAH MASALAH AKAR MASALAH
. POKOK
(1) ) 3) (4)
1 | Masih Banyaknya Kurangnya Pemahaman | Kurangnya
jumlah pelanggaran | anggotaSatpol PP pengetahuan
perda terkait perda dan Masyarakat terhadap
pemahaman tugas Perda dan Perkada

pokok dan fungsi

2 | Masih Banyaknya Kurangnya pemahaman | Rendahnya

jumlah Gangguan anggota Satpol PP pengetahuan
Trantibum Terkait Tehnik masyarakat terhadap
Pencegahan gangguan keamanan dan
Trantibum dan ketertiban umum
pemahaman tugas pokok | Masyarakat
dan fungsi
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3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang di rancang sebagai bagian dari pencapaian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa
dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan
penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026,maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :
Visi :
“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH
MAJU DAN SEJAHTERA ¢
Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk
realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.
Istilah "Maju dan Sejahtera™ menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari
keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten
yang lebih maju dan sejahtera” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan
pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal
ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan
sejahtera”, adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memilikimasyarakat yang
berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib
dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan
Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan
berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat
sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten
Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius
yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-
tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh

hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat
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menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang
sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan
untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten
Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertaniandan perkebunan serta

pariwisata kreatif

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan
Abdi Negara

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan
kondusif.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan
2021-2026, maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja akan mendukung pelaksanaan misi Untuk
Misi Kepala Daerah “ Mewujudkan kehidupan social, budaya, dan agama serta pemerintahan
yang harmonis dan Kondusif “, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
memberikan kontribusi dengan meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui
menurunya pelanggaran Perda dan Menurunya Gangguan Trantibum.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2022 -2026

Visi " 5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Tujuan: “MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT ”.

Pelayanan Faktor-Faktor
Sasaran SKPD Indikator Sasaran Program Satuan Polisi
Pamong Praja Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5 6
Keinginan untuk menegakan perda oleh

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan
Menurunnya Pelanggaran Perda PPROGRAM Penegakkan Koordinasi dan Sinergitas antar tersedianya petunjuk teknis berupa produk
pelanggaran perda yang di tidak PENINGKATAN Perda lembaga masih lemah hukum agar aparatur, masyarakat dan

lanjuti KETENTRAMAN zadan hskim dapat melaksanakan aktivitas

DAN - engan bai
Persentasi KETERTIBAN Kurangnya Penegetahuan anggota _
Pencegahan Satpol PP dan Linmas terkait Jumlah Anggota Satpol PP dan Linmas yang
Menurunnya Penurunan Jumlah umMumMm R X . - .
" Gangguan pedoman / petunjuk tekhnis terkait  |tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan di

gangguan trantibum |Gangguan N A

Trantibum Trantibum tata kerja Penanganan dan Kabupaten Balangan

Pelaporan Trantibum di lapangan

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa misi ke-5 berkaitan langsung

Penyesuaian Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Page T 29
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026




dengan tupoksi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, yakni Meningkatkan
keaman dan ketertiban Masyarakat . Adapun tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan
kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Berdasarkan Dokumen Renstra Kementrian Dalam Negeri merupakan yang paling relevan dengan renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, mengingat pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah
Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020 — 2024 terdapat isu strategis yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam
Negeri dalam hal penyelenggaraan trantibumlinmas, yakni :

1. Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.

2. Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dalam penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP

3. Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan

fungsi trantibum linmas

Tujuan strategis Kementerian Dalan Negeri yang dijadikan acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Balangan dalam mewujudkan tujuan adalah “ Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat”. Untuk
mendukung pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran strategis yaitu : “Menurunnya pelanggaran Perda, dan
Menurunya Gangguan Trantibum”, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis
ini, meliputi :

1. Jumlah Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti

2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum

Di sajikan dengan Tabel sebagai berikut:
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TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN

Urusan / Program dan

Indikator Kinerja Tujuan,

Tujuan Sasaran Kode ) Sasaran, Program
Kegiatan .
(Outcome) dan Kegiatan
MENINGKATNYA
KEAMANAN DAN INDEKS PERSEPSI RASA
KETRTIBAN AMAN MASYARAKAT
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUNYA BIDANG KETENTERAMAN |[JUMLAH PELANGGARAN
PELANGGARAN (1 05 DAN KETERTIBAN UMUM (PERDA YANG DI TINDAK
PERDA SERTA PERLINDUNGAN | ANJUTI
MASYARAKAT
MENURUNYA
PERSENTASE PENURUNAN
GANGUANG
GANGGUAN TRANTIBUM
TRANTIBUM

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan menetapkan aturan dan arahan kebijakan serta

strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan jangka panjang. Penyusunan

RTRW harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL) untuk menghindari timbulnya

persoalan lingkungan hidup, yang salah satu instrumennya adalah kajian lingkungan hidup strategis

Tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Balangan dapat dimanfaatkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

untuk memberikan kemudahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan untuk memetakan obyek dan

memprediksi kawasan atau wilayah yang rawan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yang dikaitkan dengan tugas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan maka dapat diidentifikasikan faktor pendorong, meliputi :

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2013 tentang Tata Ruang Kabupaten

Balangan 2013 — 2032, sehingga pelanggaran dapat di tindak secara tegas oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Balangan sebagai aparatur penegak Perda dan Perkada.

Penyesuaian Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Page [ 31
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026




3.5

2. Pemantauan aset - aset Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam Kawasan
Rawan Gangguan Trantibum.

3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan
strategis.

4. Melakukan sosialisasi / penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
kepada masyarakat umum dan badan usaha.

Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis adalah isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya baik

internal maupun eksternal dimana isu - isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi yang bersangkutan. Eksistensi

sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis

dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan

eksternal maupun lingkungan internal. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan antara lain :

1.

Meningkatkan Sumber Daya manusia Aparatur /anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Balangan , sehingga diharapkan mampu menghadapi setiap permasalahan yang
timbul , terutama akibat pengaruh globalisasi yang telah masuk ke Kabupaten Balangan,
dengan membekali keterampilan dan keahlian khusus, pendidikan dasar dan karir Satpol PP
segingga diharapkan mampu menghadapi setiap permasalahan yang timbul.

Mengoptimalkan penegakan Perda dan Perkada melalui optimalisasi tugas dan fungsi, PPNS
dan kerjasama dengan instansi terkait.

Melaksanakan Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam program
pembangunan, Kkhususnya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui
optimalisasi peran Satlinmas dengan cara meningkatkan kesejahteraan, melengkapi sarana
dan prasarana Satlinmas,

Melengkapi sarana Penunjang bagi kegiatan opearasional Satuan Polisi Pamong Praja.
Melihat kompleksitas permasalan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Balangan maka digunakan pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,
Threat) sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan
dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang di lingkup Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Faktor - faktor penentu keberhasilan tersebut
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dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

A. FAKTOR INTERNAL

» Strength (Kekuatan)
Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Balangan yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsinya yakni :

1. Adanya SOP dan mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Balangan.

2. Penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dari
jalur non PNS...

3. Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang diatur dengan
jelas dalam peraturan perundang — undangan.
4. Dukungan terhadap PPNS.

» Weakness (Kelemahan)
Kelemahan merupakan segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan,

antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama
anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balanngan yang
bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun
Pengadaan barang/ Jasa.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang ketugasan.

3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/
kota,masyarakat dan stake holders masih kurang.

4. Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepaladaerah

belum optimal.

B. FAKTOR EKSTERNAL
» Opportunity (Peluang)

1. Dukungan dari Pemeritah Daerah yang concern terhadap peningkatan fungsi dan

Penyesuaian Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Page | 33
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026




kapasitas SDM Satpol PP Kabupaten Balangan
2. Koordinasi dan kerjasama lintas OPD yang terjalin dengan baik.
3. Wilayah Kabupaten Balangan yang relatif kondusif, aman dan nyaman

4. Budaya Kearifan lokal yang masih terpelihara
» Threat (Ancaman)
1. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, sehingga semakin
mudah mengakses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan
terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif

masyarakat untuk turut memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

3. Semakin rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan, membuat kompleksitas

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

4. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku,
budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan menyimpan berbagai potensi
konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku,
konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan

pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;

5. Pertambahan destinasi wisata memunculkan berbagai persoalan yang berpotensi
menjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan antara lain:

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
(gelandangan, pengemis dan anak jalanan, penambangan liar, minuman
beralkohol, kejahatan jalanan / klithih, reklame, dan lain - lain).

2. Pengendalian gejolak sosial masyarakat;

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam
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memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

4. Peningkatan peran aktif Satlinmas dalam melakukan pengamanan di objek
wisata

5. Peningkatan peran aktif kelompok Jaga Warga dan Satlinmas dalam
mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat

6. Peningkatan kapasitas untuk melakukan pengamanan Pemilu serentak 2024

Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
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BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, yaitu :

“Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum Masyarakat”.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut, sesuai dengan aspek dan indikator Kinerja
menurut bidang urusan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sasaran yang akan diwujudkan 2021 - 2026 adalah :

1. Menurunnya Pelanggaran Perda
2. Menurunnya Gangguang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan berserta

indicator kinerjanya, disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :
Tabel Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan 2021 — 2026

Kondisi o
il Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN| ~ SASARAN INDIKATOR SASARAN Kiner
MR o | o | 203 | 2o | 205 | 20
Tujuan /
Meningkatnya Indeks Persepsi
L Keamanan dan Rasa aman 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ketertiban Masyarakat |Masyarakat
M Jumlah Pel
enurunya uma‘ éanggararm Y 0 % 7 38 1§ y
Pelanggaran Perda |Yang di Tindak Lanjuti
Menurunya
Persentase menurunya
(Gangguan , 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10%
; Gangguan Trantibum
Trantibum
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BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pemilihan langkah - langkah terpadu agar suatu tujuan dan sasaran dapat
tercapai, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam arah kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu -
isu strategis yang sudah di identifikasi sebelumnya, dengan memperhitungkan peluang yang
dimiliki untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Balangan menetapkan tiga Strategi dan sembilan Arah Kebijakan sebagai berikut

1. Meningkatkan penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Arah
kebijakan yang ditetapkan adalah :

a. Penguatan link antar sistem informasi yang ada di internal Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Balangan dan dengan sistem informasi di luar Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan yang terkait.

b. Penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.
c. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas penyelesaian pelanggaran Perda yang responsive.

2. Meningkatkan cakupan petugas Pelindungan Masyarakat (Linmas). Arah kebijakan yang
ditetapkan adalah :

a. Penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Satlinmas;
b. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas Satlinmas;

c. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Satlinmas;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penegakan Perda / Perkada. Arah kebijakan yang
ditetapkan adalah :
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a. Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang Perda / Perkada, baik melalui metode

konvensional, pemanfaatan media sosial, maupun teknologi informasi digital lainya

b. Optimalisasi kegiatan diklat dan pembinaan bagi anggota Satpol PP agar mahir dan
terampil dalam penegakan Perda / Perkada serta kelengkapan sarana prasarana yang

dibutuhkan dalam penegakan Perda / Perkada.

c. Peningkatan kualitas dan efektivitas proses penegakan Perda / Perkada serta koordinasi

dengan jejaring kerja maupun lintas OPD.

TABEL STRATEGI ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN 2021 - 2026

Tujuan Sasaran strategis STRATEGI KEBIJAKAN

Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang Perda / Perkada, baik
melalui metode konvensional, pemanfaatan media sosial,
maupun teknologi informasi digital lainya

Satpol PP agar mahir dan terampil dalam penegakan Perda /
Perkada serta kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan
dalam penegakan Perda / Perkada.

Menurunya Pelanggaran|Meningkatkan kualitas dan kuantitas
Perda penegakan Perda / Perkada

Peningkatan kualitas dan efektivitas proses penegakan Perda

/ Perkada serta koordinasi dengan jejaring kerja maupun

lintas OPD

Penguatan link antar sistem informasi yang ada di internal
Meningkatnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dan dengan

Ketenteraman dan sistem informasi di luar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Ketertiban ] ) Balangan yang terkait
Masyarakat Meningkatkan penyelesaian pelanggaran

ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat

Penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitan SDM
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan serta sarana

prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
Penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitan SDM

Menurunya Gangguan

Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan serta sarana

prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
Penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM

Satlinmas

Meningkatkan cakupan petugas Pelindungan

Masyarakat (Linmas) Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas Satlinmas

Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas
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BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Rencana
program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya,
dan juga ada perencanaan anggaranya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kertertiban Umum

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam program -
program, maka ditetapkan kegiatan - kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Balangan yang telah di selaraskan dengan nama program dan kegiatan sesuai dengan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Di sesuaikan
dengan Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah; Kegiatan - kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD
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3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
f.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum

2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi

Manusia

3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,

Pengamanan, dan Pengawalan

5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban

Umum
B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah
3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Rincian perencanaan program dan kegiatan - kegiatan serta pendanaan yang akan
dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 dituangkan

dalam tabel di bawah ini :
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Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
RENSTRA-P PERIODE 2021-2026

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

Indikator Kinerja Tujuan,

Target Kirerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian e Rirer ek Unit Kerja Perangkat
. . asaran, Prog . » » y y Kondsi Kinerja pada Akhir Periode :
Tujuan Sasaran Kode Urusan /Program dan Kegiatan e Aval Tahun-1 Tahun2 Tahun-3 Tahun-4 Tahuns el Lokasi
(Output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
MENINGKATNYA
KEAMANAN DAN KETRTIBAN ol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH
BIDANG KETENTERAMAN
(IS 105 DAN KETERTIBAN UMUM RECANCEAR e 25 Kasts 23 Kasts 22 Kasts 18 Kasus 16 Kasus 14 Kasus 14 Kasus
PELANGGARAN PERDA SERTA PERLINDUNGAN 'YANG DI TINDAK
LANJUTI
MASYARAKAT
PERSENTASE
MENURUNYA PENURUNAN
GANGUANG TRANTIBUM GANGGUAN R R Lo L0 &% &% %
TRANTIBUM
" PROGRAM PENINGKATAN "
Meningkainya Penanganan 10502 KETENTERAMAN DAN Jumieh Kegiatan Perengan 750 Kegiatan 750 Kegiatan 4006,395,000 750 Kegiatan 4206714750 750 Kegiatan 4627386225 750 Kegiatan 5090,124,847 750 Kegiatan 559,137,332 750 Kegiatan 23529,758,154
Gangguan Trantibum e s Trantbum
Meningkatnya Jumiah SDM Jumlah SDM Satpol PP yang
Sl PP vang Tengah = 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 Orang
’ ’ Persentase Anggota
Meningkatnya Kapesitas Satlinmas yang di tingkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Anggota Satlinmas. Kapasitanya
’ Persentase tertentuknya
[V G 4 R kelompok budaya 30% 0% 509 60% 85% 0% 90%
plszRict Bk B Masyarakat taat Perda
Terselenggaranya_pembinaan Kegiatan Penangaran Gangguan e—
g ; fase SDM Satpol PP
dan pelatihan kepaca anggota Keteneraman dan Ketertiban orse SATUAN POLISI
T 10502201 AR et Eaeah yang e 65% 0% 3679,875,000 5% 3863,868,750 80% 4250,255,625 0% 4675,281,188 100% 542,809,306 100% 21612089869 | pAMONG PRAJA
kompetensi Kabupaten/Kota s
;:;f:;:::xz%ﬁg‘:"‘ Jumlah Temuan pelanggaran
e ::mh‘um yang di tindak 70 Kasus 68 Kasus 66 Kasus 60 Kasus 50 Kasus 40 Kasus 300 Kasus
hepiatnale v persentase dukungan
gz‘,';:ed"agl::‘i':xiie"ga"‘p“ kerjasama dengan SKPD 50% 60% 0% 80% 0% 100% 100%
penanganan Trantibum (R SRS
Jumlah Kegatan
Je =te pucRiava Be ket Peningkatan Kapsitas 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 40 Kegiatan
Kapasitas Anggota Satinmas Angg;a e g g g g i i i
Jura Kasts Gangguan
Ketenteraman Dan
pgtncmoa | Kt
Terlaksananya Patroli Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Melalui Deteksi Dini
Pengananan dan Pengavian 1050220101 Cega Din Pembinaan can dan Cogah DI, Pembiaan 00rang 00rang 750 Kasus 750 Kasus 750 Kasus 750 Kasus 750 Kasus
Penyuluhan Pelaksanaan Patrol Pobicaasmn Pairol
pengamanan dan Pengawalan Fenmangan
Pengawalan
(Qumieh Dokumen yang
Pemberdayaan dan Perlindungan mermuat hasil
Terlaksananya Pembinaan Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaaan
Aogn S 1050220104 asyaralat 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen
Umum dalam Rangka Ketenteraman
dan Ketertiban Urnum
Terlksananya Peningkatan SUb KegitanPeningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Kapasitas SDM Satuan Polisi Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Pamongpraja dan Satuan Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat 1050220105 Perlindungan Masyarakat Perlindungan Masyarakat 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
Termask dalam Pelaksanaan Termasuk dalam Pelaksanaan yang Ditingkatkan
Tugas yang Bernuansa Hak Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Kapasitasanya
Asasi Manusia) Manusia
Tersedianya Dokumen Hash Jurian Dokumen Hash
o | b
Ketenteraman, Ketertiban 105022.0106 oo am Pt o Ketenterarn, Ketertiban 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Umum dan Perfindungan G o Umum dan Perfindungan
Masyarakat 99! Masyarakat Tingkat
Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Tersedianya Sarana dan Pengadaan dan Pemelinaraan Jumlah Sarana dan Prasarara
Prasarana Ketenteraman can 1050220107 Sarana dan Prasrana Ketentraman Ketenteraman dan Ketertiban 0unit 0Unit 2Unit 2Unit 2 Unit 2Unit 2Unit
Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum Umum yang Tersedia
Venigkatnya Kepatuhan Peregakan Peraturan Dacrah
Masyarakat Terhadap Perda 105022.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan J“:"a; .’}Zm:kzz Perkaca 24 Perta 24 Perta 326,520,000 24 Perta 342,846,000 24 Perta 377130600 24 Perta 414,843 660 24 Perca 456,328,026 24 Perda 1917,668.286 gﬁ%ﬁ%ﬁ%&i
dan Perkada BupatiWali Kota. yang di Teg
Menngkclnya hasi thdak Jumieh temuan yang di
W P tindaklanjuti sampai ke 20 Kasus 15 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus
temuanMeningkatnya hasil o
tindak lanjut terhadap hasil [ o
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temuan

Terlaksananya sosialisasi
Perda (Terlaksananya

Sosialisasi Penegakan Peraturan

Jumiah Laporan Hasl
Pelaksaraan Sosialsasi

Sosialisasi Penegakan 1050220201 Daerah dan Peraturan Bupati/Wali ::':g:m Pe'gi;r 7"‘3@ 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan
Peraturan Daerah dan o et/
btatren Bupatndal Koa Kelompok Vs
Jumlah Laporan Hast
Terlaksananya Pengawasan
yang Dilakukan Terhadap Pengawasan Atas Kepatuhan Pelaksarean Pengawesan
Kepatuhan Terhadap Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Dilalatkan Terhadap
Pelaksaraan Peraturan Daerah 1050220202 Daerah dan Peraturan BupatiWali s:lgil;;::;::’!’g?j;" 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan
dan Peraturan BupatiWali Kota Pelakearman eratuar
Kota Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Pelaksarean
TersaanyaPerganan Perangaran As ebrgsran Pemngiron A
o e 1050220203 Peraturan Daerah dan Peraturan Pelanggaran Peraturan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
BepatiWall 1o Sesual SOP Bupati/Wali Kota Daerah yang Dapat
Ditangani Sesuai SOP
Nilai SAKIP Perangkat 62 Angka / 63 Angka / 65 Angka / 67 Angka / 68 Angka / 69 Angka / 69 Angka /
Deerah Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
/';“f::\“‘gtﬁ?gﬂg Nilai SAKIP Perangkat 68,40 Angka / 70,40 Angka / 72,40 Angka / 74,40 Angka / 76,40 Angka / 78,20 Angka / 78,20 Angka /
e Deerah Nilai Nilai Nilai ilai ilai ilai
’ » PROGRAM PENUNJANG - e
Meningkatnya Akuntabiltas Nilai Akuntabiltas Kinerja . 7040 72,40 74,40 76,40 7820 7820
e reA Lo XXX01 URUSAN PEVERINTAHAN (NR SAKIP) 68,40 (B) Niai i 100210000 | 2 1004320500 | @0 1200752550 | (B0 1anrzrges | B 1asosozes | B2 6120951440
Terlksananya Penyusunan Persertase Penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen Perencanaan, SATUAN POLISI
pelienli XXX01201 e, || B 100% 100% 50,255,000 100% 62,217,750 100% 68,439,525 100% 75283478 100% 82,811,826 100% 8007579 | AN PRATA
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen.
Perencanaan Perangkat xoxonzon Ezg::;‘:;zgzﬁ‘;;igl aerah Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Daerah Daerah
Tersedianya Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian
Kineria dan Ikftisar Realiasi Kinerja dan IKhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan XXX 01201 Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan % Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Laporan 1 Laporan 1 Lapforan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kineria dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terhlcananya Evaluasi e Jumah Laporan Evaluast
Kinerja Perangkat o Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Daerah
Terlksananya Pelyanan — Persentase Layanan
Administrasi Keuangan XXX01.202 Administrasi Keuangan Perangiat Administrasi Keuangan 100% 100% 4730,912.800 100% 4967458 440 100% 5464,204.284 100% 6010624712 100% 6611,687,183 100% 27,784,887 419 Ao
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Yang Baik
" - " " " Jumlah Orang yang
Tersedianya Gaji dan XXX 012,02 Penyediaan Gajidan Tunjangan 43 0rang/
Bibentyet X e Merera Gacan 43 Orang/ Bukan 43 Orang/ Bulan 43 Orang/ Buan 43 Orang/Bulan e 430rang/ Bulan 43 Orang/ Bulan
Tunjangan ASN__
Terksananya Pelyanan — - Persentase Layanan
Administrasi Kepegawaian XXX01.2.05 ::r':"‘":f;ag'aﬁfwa‘a" Administrasi Kepegawaian 100% 100% 95,377,900 100% 100,146,795 100% 110,161 475 100% 121,177 622 100% 133,205,384 100% 560,159,176 ﬁﬁ%ﬁfgﬂﬂi
Perangkat Daerah 9 Perangkat Daerah Yang Baik
Pengadaan Pakaian DInas beserta
Tersedianya Pakaian Dinas XXX 012,05 Jumlah Paket Pakaian Dinas
e e pat P, ot ot Keommlanen 265 Paket 265 Paket 265 Paket 265 Paket 265 Paket 265 paket 265 Paket
Tl Pegaval Berdasartan
Terlaksananya Pendidikan dan
XXX 012,05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang
Pelatihan Pegavai % Eordasnian Tugms fam o Mgt Pemestianaan 20 Orang 20 Orang 20 0rang 20 0rang 20 0rang 200rang 200rang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi e
Terlaksananya Bimbingan 001205 Bimbingan Teknis Implementasi b‘g;&az?ﬁnﬁzga i Tekcis
Teknis Implementasi Peraturen | Peraturan Menghka Bimhingan ™ 20 0rang 20 0rang 20 Orang 20 0rang 200rang 200rang 200rang
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Do U gan
Terksananya Pelyanan Persentase Layanan
Administrasi Umum Perangkat XXX.01.2.06 AT AR Administrasi Umum 100% 100% 185,706,700 100% 194,992,035 100% 214491239 100% 235,940,362 100% 250,534,399 100% 1,000,664,735 gﬁ%ﬁ%ﬁ'ﬂi
Deerah Perangkat Daerah Yang Baik
Tersedianya Bahan Logistic XXX 012,06 Jumlah Paket Bahan Logistk
o pak Penyedaan Bahan Logitk Kantor | TN Paket Bl Lo 12 Palet 12 Palet 12 Paket 12 Paket 12 Palet 12 Palet 12 Palet
Jumleh Paket Barang
Tersedianya Barang Cetakan X XX012.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
dan Penggandaan 05 Penggandaan sons Damian
Tersedianya Bahan Bacaan 001206 Penyediaan Bahan Bacaan dan g“;‘;:’:\';f:“v':;'l‘u?::a"
dan Peraturan Perundang- oo Peraturan o 12 Palet 12 Palet 12 Paket 12 Paket 12 Palet 12 Palet 12 Palet
undangan Perundang-undangan [k 'gan yang
Terksananya Jumleh Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan Rapat XXX 012,06 Penyelenggaraan Rapat
ek e b3 G oD A 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
E— o Jumlah Dokumen DUKungan
Psl’ai:,:zygm“m“"ga" XXX 01206 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan
B~ oemmsis o Pemerintahan Berbesis Eleltronik Sistem Pemerintahan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Doumen 12 Doumen 12 Dokumen 12 Dokumen
Eonic ot oD pada SKPD Betass Eblcronk paca
g:::‘:;ﬁ?z%:i’:gaﬂaﬂﬂ XXX01207 B o oo o ;:(’S:"T"S;":‘E:’g::’:‘" 100% 100% 8,466,000 100% 889,300 100% 9778.230 100% 10,756,053 100% 11,831,658 100% 49721241 Sl
Penunjang Urusan Perangkat X012 ) Penunjang Urusan Perangkat 5 M I bl L 22 PAMONGPRAIA
Deerah Daerah sestai ketentuan
Tersedianya Kendaraan XXX 01207 Pengacaan Kendaraan Perorangan f,“e':‘u'f;‘"‘;:""n‘f::g:::i"
Perorangan Dinas atau ot Dinas atau Kendaraan Dinas R e an 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5Unit 5Unit 5 Unit 5 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan
yang Disediakan
Tersedianya Kendaraan Dinas Jumiah Unit Kendaraan
XXX 01207 Pengacaan Kendaraan Dinas
Operasional atau ot sl sy Lanaman Dinas Operasional atau uni Luni LUnit LUnit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Lapangan

Lapangan yang Disedizkan
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Tersedianya Sarana dan

Pengadaan Sarara dan Prasarana

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau XXX 01207 Gedung Kantor atau Bangunan Praserana Gedung Kantor 3Unit 3Unit 3Unit 3Unit 3Unit 3 Unit 3 Unit
Bangunan Lainnya Lainnya ataw Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Terlakcananya Penyediaan - - Persentase Ponyedian Jasa
Jasa Penunjang Urusan X.XX.01.2.08 izm?::;“;‘a;zz‘x"'a"g Unusan Penunjang Urusan Perangkat 100% 100% 73,799,400 100% 77,489370 100% 85,238307 100% 93,762,138 100% 103,138,351 100% 433427566 gﬁ%’?\"‘é?&i
Perangkat Dagrah Daerah Yang baik
— Jumlah Laporan Penyediaan
] o Penyediaan Jasa Komunikasi
Tersedianya Jasa Komunikasi, XXX 01208 ’ g Jasa Komunikasi, Sumber
oot Dt com Jat Sumber Daya A D A ot vane 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
dan Listrik
Disediakan
gi’rf: Si’/‘fi‘l’i‘ﬁ):ee'::hhm’aan PemeRharaan Barang Mik Daerah ;:’r?nmr\s/\gll"::g:g?:;aan SATUAN POLISI
9 XXX01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 9 100% 12 bukan 197,000,000 12 bukan 206,850,000 12 bulan 227,535,000 12 bulan 250,288,500 12 bulan 275,317,350 12 bulan 1,156,990 850
Penunjang Urusan Perangkat oL Penunjang Urusan Perangkat PAMONG PRAJA
Daerah Daerah Yang Baik
Tersedianya Jast Penyedaan Jasa Pemenaraan, Jumlah Kendaraan Dinas
Pemelinaraan, Biaya Biaya Operasional atau Lapangan
Pemelinaraan, Pajak dan XXX 01209 Pemelinaraan, dan Pajak yang Dipelihara dan ’
Perizinan Kendaraan Dinas o Kendaraan Perorangan dibayarkan Pajak dan 45 Unit 45 Unit 45 Unit 45 Unit 45 Unit 45 Unit 45 Unit
Operasional atau Lapangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perizinannya
Jabatan

Terlaksananya Pemelaraan XXX01209 Pemelinaraan Peralatan dan Vesin Jurlah Peralatan G Mesin -
Peralatan dan Mesin Lainnya % Lainnya Lainnya yang Dipelinara 81 Unit 81 Unit 81 Unit 81 Unit 81 Unit 81Unit 81Unit
Terlakcananya PemelharaanRerabiias! Gedung Turlah Gedung Kantor Gan
Pemeliharaan/Refabilitasi X XX 01209 Kantor dan Bangunan Lainnya yang ’ ’

0 Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Page | 44




BAB.VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang
diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Jadi jelas bahwa indikator kinerja
merupakan Kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang

diwujudkan dalam ukuran - ukuran tertentu.

Sebagai penanggungjawab urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan
masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar,
peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan menjadi lebih strategis. Penetapan
indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur Kinerja atau
keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, harus ditetapkan secara cermat
dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang
mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan ke depan baik pengaruh

dari luar maupun dari dalam. Rincian indikator kinerja dimaksud disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi Awal Kinerja
NO|  TUIUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN |~ Tujuan/ Sasaran
Bascine202t) | 2021 | 20w | a0 | o | w5 | o6

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Meningkatnya Keamanan ,
, Indeks Persepsi Rasa aman
dan Ketertiban 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Masyarakat
1. [Masyarakat
Menurunya nglah Pellanflggaran Yang di 2 2 3 » " n "
Pelanggaran Perda  [Tindak Lanjuti
Persentase menurunya
Menurunya Gangguan . 10% 10% 10% | 0% | 0% | 0% | 10%
) (Gangguan Trantibum
Trantibum
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Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2021 — 2026

mengacu kepada indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan dalam RPD

Kabupaten Balanga Tahun 2021 - 2026. Tingkat target capaian program kegiatan setiap tahun atau

kondisi kinerja program pada akhir tahun periode RPD tertuang dalam tabel dibawabh ini :

Tabel Indikator Program Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi Awal Kinerja Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN | SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Tujuan / Sasaran
(Baseline2021) | 9o | aom | 3 | wm | w5 | s
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Menurunya Pelanggaran {Jumlah Pelanggaran Yan diMeningkatnyakesadranPr ntase terbentukn
| enurunya reanggaran. uma FEangGaIan TaNgcl rakattethadap | e W w s | e | 0% | 8% | o
Perda Tindak Lanjuti Budaya Masyarakat Taat perda
Perda
Menurunya Gangguan  |Persentase menurunya Veirgaya Jumiah Kegiatan Penangan ) 750 750 750 750 750 750
2 ) . Penanganan Gangguan . 750 Kegiatan ) ) ) ) ) )
Trantibum Gangguan Trantibum Tratibum Trantibum Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan
Meningkatnya Jumlah
SDManpOIPP yang iﬂ?gisgxizﬁ);:hppyang 200rang 200rang (200rang |200rang |200rang |200rang |20 Orang
Tangguin
Meningkatnya Kapasitas |Persentase Anggota Satlinmas
et 5 AN 100% 005 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
Anggota Satlinmas ~ |yang di tingkatkan Kapasitanya
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merupakan dokumen
perencanaan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Balangan selama periode 2021 -2026. Rencana strategis tersebut meliputi tujuan,
sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang dicapai sebagai pedoman
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

Melalui Renstra ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan bersama jajarannya
mendeskripsikan tugas dan fungsinya ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
selama periode 2021 — 2026, Pada akhirnya, semua hal tersebut merupakan upaya untuk
mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan guna mewujudkan
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2021
- 2026 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja yaitu penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Parnngin, 25 September 2023
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POHON KINERJA

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BALANGAN

Meningatnya ketentraman dan ketertban umum masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Ketentraman dan Ketertban Umum

Menurunnya angka PMKS

Crosscutting

Menurunnya pelanggaran perda Menurunnya gangguan tranibum
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda Persentase penurunan jumlzh gangguan trantibum
Meninglataya Kesadaren Masyaraka terhadap Perda Meningkatnya Jumlzh SOM Satpol PP yan Meningkatnya Kapasitas nggota
T i i’ il . IR yrg Meningatnya Penanganan Gangguan Trantbum e »ll <
Tangguih Satimas
Persentase Anggota Satinmas yang
Persentaseterbentuknya kelompok budaya Masparakt taat Perda Jumah SOM SatpolPPyang Terdiik dan Terlatih Jumlzh Kegiatan Penangan Trantioum
VaACamORcafe e pOTFInE 8 @ ditinghatkan Kapasitanya
Meningtatnya hasitindaklanjut N ¢ -
Terseenggarenya pembinaan dan peltihan Terselenggaranya Peninglatan
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda terhadaphasil temuanMeninglatnya ST ekl e ) a si(ﬁ\nmmz&a‘dﬁms
-
dan Perkeda ik ot terhadap s i) Jetenteramn dan ketertiban unum ferasama 16D engampu pi
temuan Perda dalam penanganan
Trantibum
. persentase dukungan
angterseri i I
lumlah Perda dan Perkada yang i Tegakkan e T anggaraj(vam\humvangdllmﬂak eriasama SKPD Pengampu| Ll a‘h | R
sampai ke persidangan kompetensi [anjuti Yeta Kapstas Anggota Satlinmas
Pencegahian Gangguan
d Pengadaan dan Pemelvarzan Keasama antaremoaga
- Penganvasan Atas Kepatuhan Terhadap Penanganan Atas Pelanggaran g ! & Pemberdayaan dan Perindungan
SosialisasiPenegakan Peraturan Daereh et et D Sarana dan Prasarana dankenitrazn dalam st tnfarg
dan eraturan BupatfWai ota A N o ¥ Masyarakat Tugss Pembinazn dan Ketentraman dan Ketetiban tekhnikPencegzhan dan LR g
Peraturan Bupati/Wali Kotz dan Peraturan BupatWal Kota )
Umum Penanganan Gangguan
pengamanan dan Pengawalan
Pengaman (7
dengan APH Pamong Praja Tamu Satlinmas
Pejabat aparaturPol PP Instansitertait
Jumlzh SOM i J [ Jumah
Perda Pelanggaran Perda diatih Pengawalan Peabat | Tamu Pejabat Pol PPyang terpelnara APH terdidk dan teratih
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CASCADING KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BALANGAN

Meninglatny eentamandan etetibanumum masparalat
IndiatorKnea: et etentramandan eertan U
SASA RAN Menurunnya pelanggaran perda Menurunnya gangguan trantibum Menurunnya angka PMKS
Perentas penuunanjumh elsngarnercs Persentasepenrunanjumh angianrantbum Cosating
Metiglanys umh SO
Meringatnya Kesadsn Masyrtt tehadapPrds Satpl P yangTngguh Satinmas
Meningkatnya Per Gz Trantib
(PROGRAM PENNGKATAN KETENTRAVIAN DAN KETERTIBAN (PROGRAM PENINGKATAN LA eI
] KETENTRAVANDAN KETENTRANAN DAN
'KETERTIBAN UMUM) KETERTIBAN UMUM)
Jumieh SDM 1ol P yang . ’ Peretase Angotasatinmas
Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taatPerda Texddkdan Teath Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum ngditgatan agastang
Teselnggaranya penbinaen )
) B ; danpelathankepadanggota Tesengaranga eringatin
: e i : Kapastas gt Satinms
st manm:rmm::mam e Tentiun R
Penegakan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota 3 {Penanganan Gangguen ! ! Ketenteraman dan Ketertian
R ) danPeratran Bt Wal ot) (LA 2L Unum dalam (5ot Daerzh Unim el | (LR ] e
Umum dalam 1 (Satu) Daerah abi ) Nabi Kabupaten/Kote]
Kabupaten/Kota)
S -
Jumiah Perd danPeradayang Tgakan B e o
l Peringhatan Kapasitas SOM Penceghn Gargguan
Pcnyg::::n »:::; ::"zat::an P Pengadaan dan Kerasama antar Lembaga dan
Daerah dn Peraturan v dan Cegah Din, Peminaan
supst Wbkt Peraturan Dagrah dan ‘dan Peraturan Bupati/Wali Kota Masyarakat Termasuk dalam
wrsiflalfots PeraturanBupat Wi Kota PelasanaanTugs g danetertven Uum Gangguan Umum
Patol pengamrn dan
e ——
Pengaualan
Teakanayapelathan
T Teksananya oordas yang
Tetasaanyamoney R pem——
s Tesananyapengadzn
) inplemenas e Tesengaranya Pt
Tetasananyasosis Perds danpenelharaan
Tercptanya Kerasama yang bk dngan APH P Pengeman o pengln "
T Terlsanany engawasan e peabat Tam Pbat f Pelksaman oordnas Satinmas
i yngDisukan Tehadap Tersanana Penanganan tsPelnggran P Penyelenggarain
~ " Kepatuhan Terhacap Peraturan aereh dan Peratuan BupatiMWali: Lt (Terlasananya Patrol § Ketenteramn, Ketrtoan (Teraksananya Pembinaan
donPeraturan Buptf Wi Perindungn Masyaraat Tersdianya aranadan ‘
Yota et S0) Pengamanandan UnumdanPerindungan ngeta et
o) o Temasukdam Pelksngan Prasarana Ketenteraman
dan Peraturan Bupati Wali e — Pengawalan) T Masgerakat
oa) e Tinglat abuptenot)
Manusia)
Jumiehpatolpengamnan
PO dan Pengavalan Pt/ Jumah Angot stinmasang
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